
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR l7 2OLe

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERA?URAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran z}]p telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2A$ tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belary'a Daerah Tahun Anggaran 2OL9;
bahwa sesuai ketentuan pada angka V.17 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2A18 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, pemerintah daerah wajib menganggarkan
pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai
peraturan perundang-undangan dan dalam hal penganggaran
dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai
dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud
dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2Al9 untuk selanjutnya
ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2Al9;
bahwa beidasarkan ketentual Pasal 9 ayat {2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bahwa alokasi anggarall
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dimasukan ke dalam
anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan
perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK .O7 /2018 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2019, bahwa DAU tambahan belum dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2A19, bupati/wali kota menganggarkan DAU
tambahan dalam perubahan penl'abaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa...

b.

c.

d.



e. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Bupati
Nomor 01 Tahun 2OLg tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A19;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1"956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1.492\;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
5, iambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAO\;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2aa4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa21.l;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2}tl tentang Pemhentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%al;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembara.n Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2251;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2O1,L tentang Perubahan Kedua atas
Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. peraturan...

Mengingat : 1.



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20L8 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan. Relanja

Daerah Tahun 2}lg (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O1B Nomor 701);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK-O7 12A18 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2019 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol8
Nomor 1832) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Indonesia Tahun 201"9 Nomor 139);

Tahun 2018 tentang
Kelurahan dan

Negara Republik

Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (l,embaran

Daerah Kabupaten k*o Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pend"apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9

{Leilbaran Daeiah Kabupaten Karo Tahun 2Ol9 Nomor 01,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pergeseran At gg*t*n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kari (Berita naerah Kabupaien Karo Tahun 2015 Nomor 37);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
perangkat Dairah {Berita baerah Kabupaten Karo Tahun 2016

Nomof es1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Karo Nomor 04 1ahun 2AL7 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
Orianisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tat. 5*rj" Perangkat Daerah

lnelrita Daerahkabupaten Karo Tahun 2OLT Nomor O4);

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2A17 tentang Kriteria
dan Tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo {Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun zAfi Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan {1n Belanja Daerah

Kabupaten Karo- Tahun Anggaran 2Ol9 {Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2olg-Nomot 0u sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2019

tentang per[bahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun

2}lg tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan d?, Belanja

Daerah ra6tlpat"ri K*ro Tahun Anggaran z1rc (Berita Daerah

Kabupaten Karo Tahun z}tg Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2079 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2Ol9 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarxt 2O19 (Berita

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2alg Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atls Penjabaran Anggaran
pendapatan din Belanja Daerah Tahun Anggaran zaLg (Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2A1.9 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan
a. PendaPatan Asli Daerah RP.

b. Dana Perimbangan RP.

c. Lain-lain PendaPatan
daerah yang sah RP.

Jumlah PendaPatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai RP.

2) Belanja Hibah RP.

3) Belanja Bantuan Sosial RP.

4) Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsil
Kabupaten/lKota dan
Pemerintahan Desa RP.

5) Belanja Bantuan
Keuangan kePada
Provinsil
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa RP.

6) Belanja Tidak Terduga RP.

b. Belanja Langsung
l)Belanja Pegawai RP.

2)Belanja barang dan jasa RP.

3)Belanja modal RP.

Jum1ah Belanja
Surplus/(defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan RP.

b. Pengeluaran RP.
Jumlah PembiaYaan

Sisa lebih pembayaran anggaran tahun

105.471.698.094
1.016.385 .287 .321

432.783.464.254
Rp. 1.554.640 .449.669

684.896.718.100
10.789.800.000

100.000.000

s.346.089.304

279.758.822.32b
2.000.000.000

Rp.

52.335.267.540
373.425.976.823
145.6A7 .448.118

o
380.327.458

Rp.
berkenaan RP.

982.891.429 .734

571.368.692.481
1 .554.260.L22.2rt

380.327.458

Rp.
Rp.
Rp.

(380.327.4s8)
0

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran t ya-ng merupakan bagian tid;k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

l,ampiran II yang merupakan bagian tiaar< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

DitetaPkan di Kabanjahe
Pada tanggal 06 *tei 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanj ahe
pada tanggal oC ile; 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPE ELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2OI9 NOMOR I?


